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Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 90 Tahun 2010, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, dan Pasal
6 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 2020.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 20 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.198, TLN
No0.6410), Perpu 1 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.87, TLN No.6485), PP 90
Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.152, TLN No.5178), PP 45 Tahun 2013 (LN
tahun 2013 No0.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50
Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No0.6267), PP 17 Tahun 2017 (LN
Tahun 2017 No.105, TLN No.6056), Perpres Rl 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020
No.94).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Revisi Anggaran terdiri atas Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah,
Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, dan revisi administrasi. Revisi
Anggaran juga berlaku dalam hal terdapat perubahan atas Undang-Undang
mengenai APBN Tahun Anggaran 2020 dan/atau perubahan atas Kebijakan
Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai
APBN Tahun Anggaran 2020 dan/atau Undang-Undang mengenai perubahan
atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2020, termasuk
kebijakan pemotongan, penghematan anggaran, dan/atau self blocking. Revisi
Anggaran diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, dan/atau KPA.

Dalam hal terdapat direktif Presiden/Wakil Presiden, dan/atau prioritas
Kementerian/Lembaga yang bersifat urgen dan mendesak untuk dilaksanakan
sehingga menyebabkan perlu dilakukannya Revisi Anggaran, yang
mekanismenya belum diatur dan/atau melewati batas waktu, usulan Revisi
Anggaran dapat diproses setelah mendapat Persetujuan Menteri Keuangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 210/ PMK.02/ 2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran
2020 (BN Tahun 2019 No. 1710), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 2020.



